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Sumber Berita : 

Bali Post, Pemprov Bali Raih WTP, Tama Tenaya : Bukan Berarti Tidak Ada 

Potensi Korupsi, Sabtu 7 Juni 2014. 

Catatan : 

 Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 

Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai (Reasonable Assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan 

secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini diatur dalam 
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Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 (Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara). 

 Pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-Undang 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku 

pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas menyusun dan 

menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang 

dipimpinnya.  

 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah memuat opini.  

 Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa 

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate 

disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) 

efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang 

dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(Unqualified Opinion), (ii) Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified 

Opinion), (iii) Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion), dan (iv) Pernyataan 

Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion). Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar 

dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 

Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 

Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap mengatur antara lain : 
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 Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang 

selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat 

kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk 

kepentingan negara. 

 Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa Lumpsum adalah suatu jumlah uang 

yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan 

dibayarkan sekaligus. 

 Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwa Biaya Riil adalah biaya yang 

dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 

 


